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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

MOMOR 11 TAHUNM 2040

TENTANG

ORGANISAS!| DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

KABUFPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BLIPATI BOJONEGORO,

bahwa berdasarkan Pasal 45 Peraluran Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Orgamisasi Perangkat Daerah, maka dalam
rangka melaksanakan lugas dan fungsi sebaga pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dan tugas pemsnntahan umum
lainnya, pemenntah daerah dapal membentuk lembaga lain sebagai
bagian dar perangkal daerah; '

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi
dan Tatla Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro,

Undang-Undang MNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenlukan
Daerah-daerah  Kabupaten/Kolamadya Daerah  Tingkat 11 di
ingkungan Propinsi Jawa Timur (dwndangkan pada langgal 8
Aguslus 1950) .

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Maegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupst, Kolugi dan MNepoiisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Momor 78, Tambahan Lembaran
MNegara Nomor 3851) |

Undang-Undang MNomor 8 Tahun 1974 lentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara MNomor 3041) sebagaimana lelsh
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Tahun 1988 Nomor 1689, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3890) |

. Undang-Undang - Nomor 10 Tahun 2004 lentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan lembaran Megara Nomor 438%9)

. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 {entang . Femernntahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437} sebagaimana telah diubah yang
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Megara Tahun 2008 Nomar 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844) ;

Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 lemtang Penmbangan

Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemernintahan Daerah
(Lembaran Megara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438) |

Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2007 lentang Penanggulangan
Bencana |
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¥ Paraluran Pemaerintah Nomor 79 Tahun 2005 lenlang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 4553)

9 Peraluran Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tenlang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737) b

10 Peraluran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran MNegara Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741}

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
FPengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Pemundang-

undangan;
12 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional
Penanggulangan Bencana | y

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Benluk Produk Hukum Daerah:

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 lentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah |

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Berita Daerah dan Lembaran Daerah |

16 Peraluran Menteri Dalam Neger. Nomor 57 Tahun 2007 lentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah |

17 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tala Keqga Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

18, Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan
BUPATI BOJONEGORD
MEMUTUSKAN ’

Menetapkan : PERATURAN UDAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG
ORGANISASI DAN TATA FERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN
BOJONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro |

b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro |

c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi
dan lugas pembantuan dengan prinsip olonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Megara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845



o

™

-3

Pemenniah Daerah adalah  Bupali dan Perangkal Daaerah sebagai unsur
penyelenggara pemenniahan daerah;

Bupali adalah Bupati Bojonegoro |

Perangkal Daerah adalah unsur pembaniu Bupali dalam penyelenggaraan
Pemenntahan Daerah yang terdin dan Sekretanat Daerah, Sekretaniat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspekloral, Bappeda, Lembaga Teknis
Daerah, Salpol PP, Kecamalan, dan Kelurahan,

Sekrelans Daerah adalah Sekrelaris Daerah Kabupaten Bojonegoro |

Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro yang merupakan unsur
pelaksana ketnpakan pemeriniah sebagai bagian dari Perangkat Daerah,

Ezelon adalah tingkatan jabalan struklural,

HBadan Penanggulangan Bencana Daerab, selamuinys disebut BPBD adaiah
perangkat daerah  yang dibentuk untuk  melaksanskan lugas dan  fungsi
penanggulangan bencana di daerah,

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daorah adaiah pejabal yang memimpin
dan menjalankan lugas dan fungsi pananggulangan bencana di daerah

Kepala Pelaksana Badan Fensnggulangan Bencana Daerash adalah Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro,

. BPBD klasifikasa B adalah unsur pelaksana yang hanya terdin dan Kepala

Pelaksana, sekrelanial, seksi pencegahan dan kesiapsiagaan, seksl kedaruralan dan
logistik, dan seksi rehabilitasi dan rekonstruksi

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkalan upaya yang
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berewko timbulnya bencana,
keqglatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;

Bencana adalah penstiwa atau rangkaian penstiwa yang mengancam dan
mangganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan alau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian hara banda dan dampak psikologis,

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegialan yang dilakukan sebagai
upaya untuk menghilangkan dan/alau mengurangi ancaman bencana;
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk
menghilangkan danfalay mengurangi ancaman bencana;

Mitigasi adalah serangkaian upaya uniuk mengurongi resiko bencana, baik melalui
pembangunan hsik maupun penyadaran dan pepingkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana,

Tanggap darural bencana adalah serangkaan kegiatan yang dilakukan dengan
sagera pada saat kejiadian bencana uentuk menangani dampak burik  yang
ditimbutkan, yang meliputt kegialan penyelematan dan evakuasi korban, harla
benda. pemenuhan kebutuhan dasar, perindungan, pengurusan pengungsi,
penyelamatan serla pemulihan prasarana dan sarana;

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkatl yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan
sasaran uvlama unluk normalizasi alau benalannya secara wajar semua aspek
pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
Rekonstruksi  adalah  pembangunan  kembali semua prasarana dan  sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakal dengan sasaran utama tumbub dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakal dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pasca bencana;

Pemulhan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat
dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaanm prasarana dan sarana dengan melakukan keyatan upaya
rehabilitass;

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan  untuk
mengurangl atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui  pengurangan
ancanam bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana,
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh
Pemenntah Daerah dan DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah olonom untuk
mengater dan mengurus sendirl urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempal sesual dengan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang lerdiri dan
sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompol. sesuai keahliannya

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Lain Kabupaten
Bojonegoro

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada Ayal (1) adalah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bojonegoro dengan klasifikast B

' BAB IlI
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3
KEDUDUKAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah
Lembaga Struktural yang berkedudukan dibawah dan bartanggung jawab langsung
kepada Bupati.

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala.

Kepala BPBD bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

L]

Phsal 4
TUGAS POHKOK

BD mempunyai tugas

Menelapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana
yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darural, rehabilitasi sera
rekonsiruksi secara adil dan selara |

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan pEnANgIUlangan
bencana bardasarkan peraturan perundang = undangan |

Menyusun, menetapkan dan mengiformasikan peta rawan bencana |

Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,

Melaporkan penyelenggaraan, penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah
setiap bulan sekall dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darural
bencana |

Mangandalikan pengumpulan dan penyaluran vang dan barang,
Mempenanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah | dan

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
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Pasal 5

FUNGSI '

Unluk melaksanakan lugas dimaksud pada pasal 4. BPBD mempunyai fungsi

2. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepal, efokiif dan efisien ; dan

b, Pengkoordinasian pelaksanaan kegialan penanggulangan bencana secara

terencana, terpadu dan menyeluruh

Pasal 6
SUSLINAN ORGANISAS)

Susunan Organisasi
1. BPBD terdin dari
a  Kepala
b Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana .
. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana
2  Kepala
a  Kepala BPBD dyabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretans Daerah.
b, Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan
unsur pelaksana penanggulangan bencana
3. Unsur Pengarah terdiri dari
a  Inslansi
b, Profesional/ Ahli
4. Unsur Pelaksana terdin dan
Kepala palaksana
Sekretarigt unsur pelaksana
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Seksi Kedaruratan dan Logistik
Seksi Rehabililasi dan Rekonstruksi
Kelompok Jabatan Fungsional

s anoo

Pasal T

Bagan Struktur Orgamisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Daerah imi,

Pasal B
ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Eselon dan Kepegawaian

I Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan jabatan
strukiural eselon i1 a dijabal secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah;

2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten adalah Jabatan Struktural Eselon ill/a -

3. Sekretaris BPBD Kabupaten adalah jabatan struktural Eselon IV/a :

4. Kepala Seksi BPBD Kabupaten adalah jabatan struklural Eselon IV/a.

Pasal 9 |

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten berasal dari pegawai negeri sipil
yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan
integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana
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BAB IV

UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA DAN UNSUR PELAKSANA

PENANGGULANGAN BENCANA
Pasal 10
UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAMN BENCANA

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana -

1

ra

{1}
(<)

Unsur Pengarah Pananggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Unsur
Pengarah berada di bawah dan berlanggung jawab langsung kepada Kepala
BPBD
Tugas dan fungsi Unsur Pengarah
a  Unswr Pengarah mempunyai tugas membenkan masukan dan saran kepada
Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana |
b Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud butir (1), Unsur Pengarah
menyelenggarakan fungsi | '
1) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dabrah;
?)  Pemaniauan; '
3} Evaluas dalam penyelenggarsan bencana

Pasal 11

Unsur Pengarah terdiri dan Ketua dan Anggota

Keangagolaan :

a  Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD,

b Anggota Unsur Pengarah berjumilah 7 (tujuh) anggola terdiri 4 (empat) anggota
Pejabat Instansi Pemerintah, 3 (tiga) anggola masyarakal profesional di
daerah,

¢ Penelapan Unsur Pengarah ditetapkan lebih lanjul oleh Bupali,

Pasal 12
UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Unsui Pelaksana Penanggulangan Bencana

Unsur pelaksana penanggulangan bencana yang selanjutnya disebul Unsur
Pelaksana berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
BPBD;

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang
malipuli pra bencana, saal langgap darurat dan pasca bencana secara terinlegrasi.
Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala
BPBD dalam menyelenggarakan lugas dan fungsi Unsur Pelaksana dan
menjalankan tugas Kepala BPBD sehan-han.

Pasal 13

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdin alas

e R

Kepala Pelaksana

Sekretanat

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kelompok Jabatan Fungsional
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BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabalan Fungsional mempunyai lugas melaksanakan sebagian lugas teknis
Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai dengan bidang keahlian dan
kebiduhan

Pasal 15

(1} ¥elompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdin dari
sejumlah pegawai dalam jenjang jabalan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya

(2} Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikcordinasikan oleh seorang lenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupali
dan dalam melaksanakan lugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana
Penanggulangan Bencana

(3} Jumiah Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4} Jems dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayal (2) datur sesuai dengan
peraluran parundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

{1) Dalam melaksanakan lugasnya, Kepala Pelaksana BPBD dapat membentuk
Satuan Tugas Pusal Pengendalian Operasi lermasuk tugas reaksi cepal (Tim
Reaksi Cepat meliputi kaj cepat dan penyelamatan/ pertolongan) dan dapat
membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah.

{2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud ayst (1) bertanggung jawab langsung
kepada Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 17 ,

Penjabaran lebih lanjut tentang tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ditelapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB Vi
TATA KERJA, KOORDINASI, KOMANDO DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

{1} Kepala BPRD bertanggung jawab mengendalikar dan mengarahkan pelaksanaan
lugas Unsur Fengarah dan Unsur Pelaksana BFBD

{2} Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggola secara berkala dan/alau sewakiu-
waklu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepaia BPBD selaku Kelua
Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

{3} Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun
daerah, lemhaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang
perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana

(4} Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di

+lingkungan BPBD,

(5) Pimpinan Unsur Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi di lingkungan masing-masing maupun antar unil
organisasi dalam lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD dan
organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.



- 8
Pasal 19 '

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BPBD mornpunyai  fungsi
koordinas:, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kera antara BPBD
dengan inslansi alau lembaga lerkail dapal dilakukan secara koordinasi, komando dan
pengendalian

{1

2)

(3)

(4)

(1}
2)

13)

4)

Pasal 20

Koordinasi BPBD dengan instansi alau lembaga dinasfbadan secara honiscnial

pada lahap prabencana, saal langgap darural dan pascabencana, dilakukan dalam

bentuk

a Penyusunan kelyjakan dan strateg penanggulangan bencana,

b Penyusunan parencanaan penanggulangan bencana,

¢ Penentuan standar kebuluhan minimum,

d  Pembuatan prosedur tanggap darurat bencana;

& Pengurangan resiko bencana,

f  Pembuatan peta rawan bencana,

g Penyusunan anggaran penanggulangan bencana,

b Penyediaan sumberdaya/logistik penanggulangan bencana;dan

| Pendidikan dan pelalihan, penyelenggaraan gladilsimulasi penanggulangan
bencana

Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalu

kerjasama dengan lembagalorganisasi dan pihak-prhak lain yang terkait sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Kerasama yang melibatkan peran seria negara lain, lembaga internasional dan

lembaga asing nonpemennlah dilakukan melalu koordinasi BNPBE sesuai dengan

ketentuan yang berlaku,

Rapat koordinas: penanggulangan bencana dilakukan minimal 1 (satu) kah daiam

salu tahun dan sewaklu-wakiu sesuai dengan kebuluhan antara BPBD dan inslansi

lerkaitforganisasiflembaga terkait di tingkal kabupaten.

Pagal 21 '
Dalam hal stalus keadaan darurat bencana, Bupali menunjuk seorang komandan
penanganan darural bencana alas usulan Kepala BPBD.
Komandan Penanganan Darural Bencana sebagaimana ayal (1) mengendalikan
kegiatan operasional penanggulangan bencana dan berlanggung-jawab kepada
Kepala Dasrah
Komandan Penanganan Darwral Bencana memiliki kewanangan komando
mamenniahkan instansiflembaga terkait meliputi
a  Pengerahan sumber daya manusia; '
b Pengerahan peralatan,
c. Pengerahan logistik, dan
d  Penyelamalan
Komandan Penanganan Darural Bencana berwenang mengaklifkan  dan
meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 22

BPBD berlugas vnluk melakukan pengendalian dalam

1

L

Penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur menjadi sumber
ancaman bahaya bencana

Panguacaan dan pengelolaan sumberdaya alam yang berpotensi yang sacara tiba
tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana

Pangurasan sumberdaya alam yang melebihi daya dukungnya yang menyebabkan
ancaman limbulnya bencana.

Perencanaan dan penegakan rencana tala ruang wilayah dalam  kaitan
penangoulangan bencana
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5 Kegalan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh lembagalorganisasi
pemerintah dan non-pemeriniah

6 Penelapan kebijakan pembangunan yang berpolensi menimbulkarl bencana,

7 Pengumpulan dan penyaluran banluan berupa uang dan/atau barang serta jasa lan
{misalnya relawan) yang diperuntukan  untuk  penanggulangan  bencana
dimilayahnya, lermasuk pemberian jjin pergumpulan sumbangan di wilayahnya

BAB VIl
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana pada lingkat masyarakat
dilakukan oleh BPBD Kabupalen secara terpadu dengan instansi teknis terkail,

Pasal 24

Dalam rangka pencapaian sasaran dan kinera penanggulangan bencana, dilakukan
pengawasian  lerthacap penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pengawasan
lerhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh lembaga
pengawas sesual peraluran perundang-undangan

Pasal 25

Dalam  penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana, BPBD  berkewapban
menyampakan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai kelenfuan
vang beraki dengan susunan laporan meliputi -

' Laporan siluasi kejadian benrana

2 Laporan bulanan kejadian bencana

4 Laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana

4 lLaporan siluasi kejadian bencana dibuat pada saal tanggap darural dengan

mermuat

a  waktu dan lokasi kejadian bencana;

b penyebab bencana '

¢ cakupan wilayah dampak bencana, N

d  penyebab kejadian bencana;

& dampak bencana (jumlah korban jwa dan kerusakan/kerugian sera dampak

sosial ehonomi yang ditimbulkan),

f. upaya penanganan yang dilakukan,

9 banluan yang diperiukan,

h.  kendala yang dihadap

Laporan bulanan kejadian bencana merupakan rekapilulasi jumlah kejadian,

dampak bencans yang disajikan dalam tabulasi

6 Laporan peny@lenggaraan penanggulangan bencana mshpuﬂ kegiatan-kegiatan
yang dilakukan pada prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana yang
dibual setiap bulan dan seliap tahun.

i Laporan penenmaan dan penyaluran bantuan.yang berasal dan sumbangan
masyarakal

8 Laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai. dan
dana bantuan sosial berpols tibah yang berasal dan BNPB

Lh
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BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN
SANKSI DALAM JABATAN

Pasal 26

{1} Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretans; Kepala Seksi diangkal dan
diberhentikan sesuai dengan kelenluan peraluran perundang-undangan yang
berlaku

(2} Pegabatl Fungsional di angkatl dan diberhentikan sesua dengan ketenluan peraluran
perundang-undangan yang berlaku.

(3} Pejabal sebagzimana di maksud pada ayal (1) dan ayal (2) apabila mempunyai
iwestasi yang menguntungkan daerah dapal dibenkan penghargaan sesual dengan
kelenluan peraturan perurdang-undangan yang beraku.

i4) Pejabal sebagaimana di maksud pada ayal (1) dan ayal (2) apabila melakukan
pelanggaran dan atau tindak kejahatan dapal dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Apabila legadi kekosongan jJabatan Kepala Pelaksana BPBD, maka Sekrelaris
melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD sampai dengan ditetapkannya
Pejabat Definilil oleh Bupati

(2) Pejabat Definitif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diangkat paling lambat 6
{emam) bhufan sejak  Sekretars  ditumjuk  =ebagar Pelaksana Hanan Kepala
Pelaksana BPBD

BAB IX
PEMBIAY AAN

Pasal 28

Pembiayaan BPBD Kabupalen dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD
Kabupaten dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan daerah i, maka pejabal Badan Penanggulangan
Bancana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro letap melaksanakan fugas dan
kewajiban serta dibenkan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai
dengan dilantiknya pejabat baru sesual Peraturan Dasrah i

Pasal 30

(1) Lembaga Lam yang didukung oleh kelompok jabatan Rungsional, dilakukan
penyerasian dan rasionalisasi struklur organisasi

{2} Penyerasian dan rasionalisas: sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
paling lama 1 (salu) lahun sejak Peraluran Daerah ini ditetaphan

Pasal 31 '

Pelaksanaan tindak lanjut penataan organisasi Lembaga Lain berdasarkan Peraturan
Daerah imi, dilaksanakan selambat-lambalnya tanggal 31 Desember 2010
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BAB Xl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan dialur lebih lanjut oleh Bupali

Pasal 33

Peraturan Daerah wn mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraluran Daerah imi
dengan penempalannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro

Disahkan di Bojonegoro
pada tanggal 5 MHopember 2010

BUPATI BOJONEGOROD
ttd.

HSUYOTO
Crhundangkan o Bojonagono
pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
td.

Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
Pemibina Llama Muda
MNIP 19600131 1968603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2010 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

b
1

T haRE )
J_' |1 IL.‘.H.I._].II.J

Pembina Llama Muda
NIP 19600131 198603 1 008



FENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
- NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN KABUPATEN BOJONEGORO

. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan secara
efisiensi, efeklifitas dan produklifilas kerja yang tangguh dan handal sebagai
pelaksanaan olonomi yang luas. nyata dan bertanggung jawab dengan litik berat
pada daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Momor 12 Tahun 2008, perlu membentuk suatu wadah Pemerintah
Daerah alau lembaga lain yang pembentikannya dituangkan dalam Peraturan
Daerah
Dalam Peraluran Daerah ini mengatur struktur srgamisasi dan tata kera, mengenai
tugas pokok dan fungsi secara lebih terpennct unluk masing-masing subtansinya
diatur dan ditelapkan dalam Peraluran Bupati

Il. PASAL DEMI PASAL

rasal 1

Cukup jelas
FPasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jeias
Pasal 4 )

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8 !

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pa=al 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas



Pasal 18

Yang dimaksud dengan “koordinasi’ adalah peran sera para pejabat Strukiural
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya
MASING-MasIng

Yang dimaksud dengan “integrasi® adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi
Lembaga Lain  yang dilaksanakan secara lerpadu dalam sualu organisasi
Lembaga Lain sebagai bagian dan perangkal daerah

Yang dimaksud dengan “sinkionisasi” adalah konsislensi pelaksanaan lugas
pokok dan fungsi sesual dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku

Yang dimaksud dengan “simplifikasi” adalah penyederhanaan pelaksanaan lugas
pokok dan fungsi yang efisien, efektif, rasional dun proporsional

Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup ielas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jeias
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Fasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Paszal 30

Cukup jelas
Pazal 31

Cukup jelas
Paczal 32

Cukup elas
Pasal 33

Cukup jelas

QOOOO0O00



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH BOJONEGORD
NOMOR : 11 TAHUN 2010
TANGGAL : 5 NOPEMBER 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS|
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